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NOMOR 22 TAHUN 2007
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PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG
PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP- UP), SPP GANTI UANG
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TAHUN ANGGARAN 2007
WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2007 tentang penetapan batasan jumlah
SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP
Tambahan Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2007 didalam pelaksanaanya
mengalami beberapa kendala sehingga perlu dilakukan revisi,

bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2007 dan menetapkan dalam suatu
Peraturan Walikota;;

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Banda Aceh;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2004 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BATASAN
JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP- UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP- GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN
ANGGARAN 2007

Pasal 1

Untuk Pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat
dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan uang Persedian dapat
diajukan SPP-GU.

Pasal 2

Penetapan Jumlah SPP-UP adalah sebesar 50% (Lima puluh persen) dari jumlah Pagu
Anggaran perkegiatan setahun.

Pasal 3

Terhadap pengajuan SPP-UP sebagaimana tersebut Pasal 1 untuk kegiatan yang sudah
direalisasikan dengan SPP-LS, maka besaran SPP-UP yang dapat diperkenankan adalah
sebesar 50% dari sisa dana kegiatan setelah dikurangi dengan realisasi anggaran
kegiatan dimaksud.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persedian (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang
Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang telah
dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan
memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana
kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan
Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Sisa dana dari Pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara Pengeluaran pada
akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember.

Pasal 7

(1) Kiriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 4
yaitu:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya.

b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:

- Penanggulangan bencana alam
- Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;

c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas
penyelenggaraan  pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat;

d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan
bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap
realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka
kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan
(TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.



Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP — TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9
Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam
1(satu) bulan maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara
pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Agustus 2007 M
07 Syaban 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
Cab/Dto
MAWARDY NURDIN
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 Agustus 2007 M
07 Syaban 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cab/Dto
T.SAIFUDDIN.TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 22



